PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Alianyang Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el distan@kalbarprov.go.id
Laman www.distan kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 35 /DISTPH/2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka
perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan
dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, dan terakhir dengan undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
441);

5. Peraturan ..

:



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 5);

6. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
216/0OR/2023 Tentang Pedoman Mekanisme Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

8. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Peta Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi  Kalimantan  Barat dengan  Diagram/Peta
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan bagi Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk
menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien
antar dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat sesuai dengan tujuan organisasi sehingga
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku
kepentingan sekaligus dasar bagi unit kerja dalam menyusun
SOP.

Peta Proses Bisnis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya tersusunlah Peta Proses Bisnis di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan dari hasil Sosialisasi oleh Biro Organisasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah
Provinsi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan dengan baik dan
lancar sehingga mendapat balasan yang setimpal di hadapan Allah SWT, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan petunjuknya selama
mengemban tugas sebagai Abdi Negara. Aamiin.

Terimalah Salam Kami, ASN BerAKHLAK.

Januari 2024

apgan Dan Hortikultura,

Femtintls Anum, M.Si
----- 2 Utama Madya / (IV-d)
NIP. 19660214 199303 1 003
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LEMBAR KERJA 1

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur

visl: dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
MISI 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Subsektor
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
dan Kesejahteraan
Petani

Meningkatnya Produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Meningkatnya Pendapatan
Petani Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Peningkatan Kesejahteraan
Petani Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Meningkatanya Indeks yang diterima oleh
petani Tanaman Pangan dan Hortikultura




LEMBAR KERJA 2

MISI : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

SASARAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PD PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya Produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian

Bidang Tanaman Pangan,

Bidang Hortikultura,

Bidang Prasarana dan Sarana,

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanian

Bidang Tanaman Pangan,

Bidang Hortikultura,

Bidang Prasarana dan Sarana,

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Program Pengendalian dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Meningkatnya Pendapatan
Petani Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Program Penyuluhan Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Pertanian,
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Program Perizinan Usaha Pertanian

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih




LEMBAR KERJA 3

IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VIS Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

MiSI 4 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

TUJUAN |Terwujudnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah

1. |Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
SASARAN

2. |Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura




LEMBAR KERJA 4




LEMBAR KERJA 5§

TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO PROSES JENIS PROSES | KODE SUB PROSES
L 1 MeningkahyaPmduthumdanHm UTAMA TPH. 1
2 |Meningkatnya P n Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura UTAMA | TPH. 2

3 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi PENDUKUNG ~ TPH. 3 |

4 |Pelayanan dan Inforrnass Publikasi PENDUKUNG, TPH 4




LEMBAR KERJA 6

IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP

NO NAMA SUB PROSES KODE SuB NAMA LINTAS FUNGSI KODE LINTAS
(Program) PROSES (Kegiatan) FUNGSI
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian M 11
Program Penyediaan dan Pengembangan Pengawasan Mutu, Penyediaan Benih dan Peredaran Benih
1 . PH. 112
Sarana Pertanian Tanaman
TPH. 1 Penge}olaan Surr_1ber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, TPH. 1.1.3
dan Mikro Organisme
2 " Hg Penyedlgan R FRngmInSngR Penataan Prasarana Pertanian T™T™H. 1.2.1
Prasarana Pertanian
Program Pengendalian dan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3 . il TPH. 1.3.1
Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian TR 2.1:1
1 |Program Penyuluhan Pertanian Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 1PH. 212
TPH. 2 . : ;
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani
: P 218
Berbasis Kawasan
2 |Program Perizinan Usaha Pertanian Penertiban Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya TPH. 2.2.1

Dalam Daerah Kabupaten/Kota




IDENTIFIKASI PETA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROSES UTAMA

gt i sl B L . ) ’ 4 - G 8 Y LB AR
T s AR e s e e s e Lt tg e A oL
) i 7 J g LN i i Li ;
) VT i L q P i o i } -
0 e S 3 sl Lirtho iy L3 e T o gAY ST 5 =6 A5
y rd
S

Kebijakan/regulasi tentang
Pengembangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura,
Kelembagaan, pelayanan
publik, ketatalaksanaan,
reformasi birokrasi

Akuntabilitaleaioran

PROSES PENDUKUNG (MANAJERIAL)

v

Perumusan kebiiakanlriulasi

1. Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

PROSES LAINNYA (MANAJEMEN)

2. Peningkatan Kesejahteraan
Petani Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Permintaan informasi,
konsultasi dan layanan




LEMBAR KERJA 8

PETA RELASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV.KALBAR (SUB PROSES)

TPH 1.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kementerian Pertanian Rl (KEMENTAN RI)
Dinas Petanian Kab/Kota
Badan Pusat Statistik (BPS)
Inspektorat Provinsi

TPH 1.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kementerian Pertanian Rl (KEMENTAN RI)
Dinas Petanian Kab/Kota
Badan Pusat Statistik (BPS)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Dinas PUPR)
Inspektorat Provinsi



TPH 1.3 Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kementerian Pertanian Rl (KEMENTAN RI)
Dinas Petanian Kab/Kota
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

TPH 2.1 Program Penyuluhan Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kementerian Pertanian RI (KEMENTAN RI)
Dinas Petanian Kab/Kota

TPH 2.2 Program Perizinan Usaha Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kementerian Pertanian Rl (KEMENTAN RI)
Dinas Petanian Kab/Kota
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



LEMBAR KERJA 9

IDENTIFIKASI PETA SUB PROSES

Perumusan Kebijakan/regulasi tentang
Pengembangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura

PETA SUB PROSES TPH. 1

TPH. 1.

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan

TPH. 1.1.

[ 4

TPH. 1.1.1

Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

TPH.1.1.2

Fengawasan Mutu, Penyediaan Benih dan
Peredaran Benih Tanaman

TPH. 1.1.3

Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikroorganisme

TPH. 1.2
E B .

TPH. 1.2.1

Penataan Prasarana Pertanian

LS

TPH. 1.3.1

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian Provinsi

. Akuntabilitas/Laporan
. Perumusan kebijakan/Regulasi

10



PETA SUB PROSES TPH. 2

_TP_H.2‘ F——n

TPH. 2.1

Program Penyuluhan Pertanian

TPH. 2.1.1

Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

TPH. 2.1.2

Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

TPH. 2.1.3

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi
Petani Berbasis Kawasan

TPH. 2.2

Program Perizinan Usaha Pertanian

TPH. 2.2.1

Penertiban Izin Usaha Pertanian yang kegiatan
usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota

11



PETA LINTAS FUNGSI TPH. 1.1

TPH. 1.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
—_
Mengusulkan
Rancangan kegiatan
DINAS TPH | Mulai ] Peringkatan produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikutura
- v
Men jui Usulai
BAPEDDA oo
r
Menyetujui Usulan
BKAD Ang:;e;ranu
R y
Memberikan
Kegiata
KEMENTAN menjad) kewenangan
RI Provinsi Ke
Kabupaten
Dinas
Pertanian
Kab/Kota
BPS
Inspektorat
Provinsi

Melaksanakan
program/ kegiatan

Tersedianya
e | Sarana Pertanian

yang menjadi prioritas

provinsi di Tingkat
Kabupaten

Menilai tingkat
keberhasilan

pelaksanaan program

berdasarkan data
hasil produksi tanaman
pangan dan hortikutura

— i W

Melakukan
evaluasi

pelaksanaan
kegiatan

12



PETA LINTAS FUNGSI TPH. 1.2

TPH. 1.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

—
Mengusulkan

Rancangan kegiatan [ - Tersedian:

DINAS TPH Peningkatan Produksi [ ya ,

T::;nrgan Pgng&n‘:un Sarana an ==t (_ Selesai

Hortikutura >

Menyetujui Usulan
BAPEDDA e

Menyetujui Usulan

BKAD Anggaran
Memberikan
Kegiatan yang
KEMENTAN menjadi kewenangan
RI Provinsi Ke
Kabupaten
; Melaksanakan
Dinas program/ kegiatan
Pertanian yang menjadi prioritas
Kab/Kota pro\::nb-umn:m
) Penyediaan
Dinas PUPR Jaringan Irigasi
Primer
- s EP— b I —_—
Melakukan
Inspektorat | evaluasi
Provinsi ' Wm%;;?"




PETA LINTAS FUNGSI TPH. 1.3

TPH. 1.3 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

P
Mengusulkan
— Rancangan kegiatan Pengendalian OPT R
DINAS TPH v‘\h@@—» Peningkatan Produksi dan dampak e Selesai )
Tanaman Pangan dan perubahan iklim o SRR
Hortikutura
y
Menyetujui Usulan
BAPEDDA Kegiatan
v
Menyetujui Usulan
BKAD Anggaran
—_— ' — e —
Menginformasikan
Kegiatan yang
KEMENTAN menjadi kewenangan
RI Provinsi Ke
Kabupaten
e __.1. e L = S
) Melaksanakan
Dinas program/ kegiatan
Pertanian yang menjadi prioritas
| provinsi di Tingkat
Kab/Kota | Kabupaten
| 1 ) v
Mengantisipasi
BPBD Perubahan
Cuaca/lklim

14



PETA LINTAS FUNGSI TPH. 2.1

TPH. 2.1 Program Penyuluhan Pertanian

R Meng““ﬂ“aﬂt Peningkatan .
ancangan kegiatan ; —
DINAS TPH ( Mu_l_a_i'#_)—i- Peningkatan Produksi W ka':;,a:r;t::iasr?M === ( Selesai \}
Tanaman Pangan dan i
Hortikutura
¥
Menyetujui Usulan
BAPEDDA Kegiatan
R ‘r - —
Menyetujui Usulan
BKAD Anggaran
y
| Terkait Kegiatan
KEMENTAN pengawasan SDM
RI [ Pertanian Provinsi
j Ke Kabupaten
— — P — F — ————————————
. Melaksanakan
Dinas program/ kegiatan
Pertanian iy rmaack priortias
provinsi di Tingkat
Kab/Kota Kabupaten




PETA LINTAS FUNGSI TPH. 2.2

edar / sertifikasi

TPH. 2.2 Program Perizinan Usaha Pertanian
Mengusulkan
Rancangan kegiatan ,
DINAS TPH [ Mulai__>~#| Peningkalan Produksi | eeninversenticat/ p——
Tanaman Pangan dan 4 — benih bermuty  fre——— kSelesai )
Hortikutura —— i
Menyetujui Usulan
BAPEDDA Kegiatan
— —— — —— — — — — — i 1 . o - = o N
T +
Menyetujui Usulan
BKAD Anggaran
¥
| Memberikan
KEMENTAN Perizinan Usaha
RI | pertanian
| — ——— - . P
Dinas . Mengusulkan
Pertanian | Bibit/benih yang akan
Kab/Kota disertifikasi
o N e ] : -
| Merekomendasikan
DPMPTSP Pengeluaran izin

16



